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ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara
akademisi dan Kepolisian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan pada
kasus-kasus yang memuat aspek pidana dan perdata. Dalam praktik penegakan hukum,
yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, ketidakpastian hukum, serta konflik
kewenangan. Melalui kegiatan ini, akademisi berperan dalam memberikan pemahaman
konseptual. analisis yuridis, serta perspektif keilmuan kepada aparat Kepolisian guna
meningkatkan kualitas penanganan perkara. Metode pelaksanaan Abdimas dilakukan
melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan studi kasus yang relevan dengan tugas
Kepolisian. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap
karakteristik, batasan, dan implikasi hukum pidana dan perdata dalam satu peristiwa
hukum. Sinergi vang terbangun diharapkan dapat mendorong penegakan hukum yang
profesional, proporsional, serta berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak

masyarakat.

Kata Kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, Sinergi Akademisi Dan Kepolisian,

Penegakan Hukum Berkeadilan, Hukum Pidana, Hukum Perdata.
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ABSTRACT

This Community Service activity aims to sirengthen the synergy between academics and the
Police in realizing fair law enforcement in cases involving both criminal and civil aspects. In
law enforcement practice, cases are frequently found to have intersections between criminal
law and civil law, which may lead io differences in interpretation, legal uncertainty, and
conflicts of authority. Through this activity, academics play a role in providing conceplual
understanding, juridical analysis, and scholarly perspectives to police officers in order to
improve the quality of case handling. The Community Service methods were carried out through
legal counseling, interactive discussions, and case studies relevant to pelice duties. The results
of the actvity indicate an increase in participants’ understanding of the characteristics,
boundaries, and legal implications of erimnal and civil law within a single legal event. The
established synergy is expected to encourage professional, proportional, and justice-oriented

law enforcement while ensuring legal certainty and the protection of community rights.

Keywords: Community Service, Synergy between Academics and  Police, Fair  Law

Enforcement, Criminal Law, Civil Law.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENGABIDAN KEPADA MASYARAKAT

................................................................................................................................................. 1l
ABSTRAK .......... e T S S A RN AR P v
B TR ARG oo A AR 8B S5 50 T 0 A s S St v
T L oo B S e A S e A e e vi
BAR T PENDAEULLIAN,. ..o oo srisammssssmasssmspiosmton ke o008 T 0 SR st I
T Tamht BRlBRSOE ..ottt s s s st
12 Rimisan Masalah ... IS 3
133  Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat . ......csemmmsmmmm o smansemseymes 3
1.4  Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat ..., 3
BAB I TINTATTAN PUISTREA i st o s st ersissit s v s i st s it s
2.1  Penegakan Hukum sebagai Sistem dan Proses ..., 5
2.2 Konsep dan Karakteristik Kasus yang Memuat Unsur Pidana dan Perdata.................5
2.3 Prinsip Kehati-hatian dan Proporsionalitas dalam Penanganan Kasus Unsur Ganda..6
2.4  Ftika Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Unsur Ganda......................0
2.5  Teori Keadilan sebagai L.andasan Penegakan Hukum Berkeadilan.......................7
2.6 Sinergi Akademisi dan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Berkeadilan ................8
BAB Il METODE PENELITIAN .......ccocooviiiienniin i, R SRR .9
3.1 Bentuk dan Pendekatan Kegiatan..............cccoviivivinniiiiiiiiin T AR V% Y
3.2  Lokasidan Wakii PElaRBRBBAT ... amwsssmasss i iomoonssss s tess 53 piss soss Sap e iass 9
A SRS e O T e R 10
3.4  Materi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ... 10
15 TohapPelaksanaan Keglatahl.....ocommansuamsiisnmasamiie B, 11
3.5 MNStoHs Bvaluasl KEaIN oot s as s s s s e v v L1
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..o o O e e e 12
4.1 Pelaksanaan Kegiatan dalam Kerangka Hukum yang Berlaku........... SR 12

)

42  Pemahaman Kasus Unsur Pidana dan Perdata dalam Perspektif Normatif...............1

L¥% ]

4.3  Prinsip Kehati-hatian, Proporsionalitas, dan Dasar Hukumnya.............cooeee

[ %]

4.4  FEtika Profesional Aparat Penegak Hukum dan Landasan Normatifnya ...............1
45  Sinergi Akademisi dan Kepolisian dalam Kerangka Hukum Berkeadilan............... 14
BAB V PENUTUP
5.1  KeSimpulan.........oosessssssssnsmsersemsmnsmsnssyssthins sesssgossoison R S 15
S8 BRI s



DAFTAR PESTARR cvivn s i s o s i i e s i i s o a s esiosos ERR—— 17

T ATTIRRINE i i o 30 A R A S OO R B 19
.  Rundown Pengabdian Kepada Masyarakat ... 19
2. Rincian Pengeluarant BIANR L. ...covcrrmmmm crsssstnsinsnsisimmmomss o sy il vs s 19
3. Berita Acara Pengabdian Kepada Masyarakat ..............ccccoevvniinnniinneicnninnninn. 20
4. Daftar Hadir Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat ................ . 21
5. Photo Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat......................ccnnnn 24
6. Sertifikat Pengabdian Kepada Masyarakat ...........cccccceneinimnniniinieiiniienninion . 20

vil



BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Prinsip negara hukum tersebut mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan hukum, dengan
tujuan utama menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia.
Hukum tidak hanya diposisikan sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagal sarana
untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka negara
hukum, penegakan hukum memegang peranan yang sangat penting.

Penegakan hukum merupakan proses konkret dari berlakunya hukum dalam kehidupan
sosial. Namun demikian, penegakan hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai
penerapan norma hukum secara tekstual dan mekanis. Hukum selalu berinteraksi dengan
manusia, nilai, dan dinamika sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya
merupakan proses yang bersifat normatif sekaligus sosiologis, yang menuntut
keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif > Dalam praktik penegakan
hukum di Indonesia, aparat penegak hukum dihadapkan pada perkara-perkara yang
memiliki tingkat kompleksitas tinggi.

Salah satu bentuk kompleksitas tersebut adalah perkara yang memuat unsur pidana dan
unsur perdata secara bersamaan dalam satu rangkaian peristiwa hukum. Kasus-kasus
semacam ini merupakan realitas hukum yang wajar dalam masyarakat modern yang
memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.’ Kasus yang memuat
unsur pidana dan perdata dapat ditemukan dalam berbagai konteks, seperti hubungan
kontraktual yang berujung pada dugaan perbuatan melawan hukum, sengketa kegiatan
usaha, maupun peristiwa yang menimbulkan dampak terhadap kepentingan publik dan hak-
hak individual. Dalam kondisi tersebut, satu perbuatan hukum dapat menimbulkan

konsekuensi hukum di dua ranah yang berbeda, yaitu hukum pidana dan hukum perdata.

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
? Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2008), him. 8-10.
* Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatn Pengantar, Ed. Revisi, Cet ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 2010),
hlm. 37-40.
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Perbedaan karakter antara hukum pidana dan hukum perdata menuntut adanya
pemahaman yang mendalam dan kehati-hatian dalam proses penegakan hukum. Hukum
pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan masyarakat,
sedangkan hukum perdata berfokus pada pengaturan hubungan hukum antarindividu serta
pemulihan hak dan kewajiban para pihak. Perbedaan tujuan, prosedur, dan standar
pembuktian antara kedua ranah hukum tersebut menjadikan penanganan kasus yang
memuat unsur pidana dan perdata memerlukan pendekatan vang proporsional dan terukur.

Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, menjalankan tugas dan kewenangannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan standar profesional yang berlaku. Dalam
menjalankan peran tersebut, aparat penegak hukum berhadapan dengan berbagai dinamika
sosial dan hukum yang menuntut kemampuan analisis, integritas, serta kepekaan terhadap
nilai keadilan. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari kompleksitas perkara hukum vang
dihadapi dalam masyarakat yang terus berkembang.

Oleh karena itu, penegakan hukum pada kasus yang memuat unsur pidana dan perdata
menuntut adanya pendekatan yang tidak semata-mata legalistik, tetapi juga berorientasi
pada keadilan substantif. Keadilan substantif menekankan bahwa penerapan hukum harus
mempertimbangkan konteks, proporsionalitas, dan dampak sosial dari setiap keputusan
hukum. *Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi ketegasan hukum,
melainkan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, rasional, dan dapat
diterima oleh masyarakat. Dalam upava mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan,
sinergi antara akademisi dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting.

Akademisi berperan dalam mengembangkan kajian teoretis, memberikan analisis
yuridis, serta menyumbangkan perspektif etik dan keilmuan. Aparat penegak hukum, di sisi
lain, memiliki pengalaman empiris dan pemahaman kontekstual dar1 praktik di lapangan.
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan
tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai penanganan
kasus yang memuat unsur pidana dan perdata, serta mendorong terbangunnya penegakan
hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan. Akademisi dan aparat penegak
hukum ditempatkan sebagai mitra sejajar yang saling berbagi pengetahuan dan

pengalaman, tanpa maksud untuk menilai atau menyudutkan institusi tertentu.

*+ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan (Jakarta: Kompas. 2010), him.
23-27.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut. rumusan masalah dalam kegiatan Pengabdian

kepada Masyarakat ini adalah:

1.

Bagaimana karakteristik dan kompleksitas kasus yang memuat unsur pidana dan perdata

dalam praktik penegakan hukum?

Bagaimana sinergi antara akademisi dan Kepolisian dalam mewujudkan penegakan
hukum yang berkeadilan pada penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan

perdata?

1.3 Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

2.

Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:

Memberikan pemahaman konseptual mengenai karakteristik, perbedaan, dan irisan

antara hukum pidana dan hukum perdata.

Mendorong terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan melalui sinergi antara

akademisi dan Kepolisian.

1.4 Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat

1

Bagi Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan manfaat bagi masyarakat
berupa meningkatnya pemahaman mengenai mekanisme penegakan hukum pada kasus
yang memuat unsur pidana dan perdata. Masyarakat diharapkan memperoleh gambaran
vang lebih utuh mengenai perbedaan, batasan, serta implikasi hukum dari kedua ranah
tersebut, sehingga dapat menggunakan jalur hukum secara tepat dan proporsional.
Pemahaman ini diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman, mencegah penggunaan
hukum pidana secara tidak tepat dalam sengketa perdata, serta mendorong tumbuhnya

kepercayaan masyarakat terhadap proses dan institusi penegak hukum.

Bagi Kepolisian

Bagi Kepolisian, kegiatan ini memberikan manfaat berupa penguatan
pemahaman konseptual dan etika profesional dalam menangani kasus yang memuat
unsur pidana dan perdata secara bersamaan. Melalui sinergi dengan akademisi, aparat

Kepolisian memperoleh perspektif keilmuan yvang dapat memperkaya analisis hukum
3



dan mendukung pengambilan keputusan yang profesional, proporsional, dan
berkeadilan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu aparat Kepolisian dalam menjaga
keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus memperkuat

legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Bagi Akademisi

Bagi akademisi, kegiatan ini memberikan manfaat berupa pengayaan
pemahaman empiris mengenai dinamika penegakan hukum di lapangan, khususnya
dalam penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata. Interaksi langsung
dengan aparat Kepolisian memungkinkan akademisi mengaitkan teori hukum dengan
praktik nyata, sechingga dapat meningkatkan relevansi kajian akademik, pengembangan
bahan ajar, serta penelitian di bidang hukum. Selain itu, kegiatan ini memperkuat peran
akademisi sebagai mitra strategis dalam mendukung penegakan hukum yang

berkeadilan melalui pendekatan ilmiah dan etis.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum sebagai Sistem dan Proses

Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum suatu
negara. Dalam negara hukum, penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk
memastikan bahwa norma hukum yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dalam
kehidupan masyarakat, Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan
tertulis, tetapi juga menyangkut proses sosial yang melibatkan aparat penegak hukum,

masyarakat, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang.

Soerjono Sockanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur
utama, vyaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.’ Substansi hukum
mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar normatif. Struktur
hukum mencakup institusi dan aparat penegak hukum yang menjalankan aturan tersebut.
Sementara itu, kultur hukum mencerminkan sikap, kesadaran, dan perilaku masyarakat
terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar penegakan

hukum dapat berlangsung secara efektif dan berkeadilan.

Dalam praktik, penegakan hukum merupakan proses yang dinamis dan tidak selalu
berjalan secara linier. Perbedaan penafsiran hukum, kompleksitas perkara, serta dinamika
sosial merupakan bagian dari realitas yang melekat pada penegakan hukum. Oleh karena
itu, penegakan hukum perlu dipahami sebagai proses yang menuntut profesionalisme.

integritas, dan kebijaksanaan dalam setiap tahapannya.

2.2 Konsep dan Karakteristik Kasus yang Memuat Unsur Pidana dan Perdata

Kasus yang memuat unsur pidana dan perdata merupakan perkara hukum yang dalam
satu peristiwa atau rangkaian peristiwa menimbulkan konsekuensi hukum di dua ranah yang
berbeda. Keberadaan unsur pidana dan perdata secara bersamaan bukanlah hal yang luar
biasa, melainkan konsekuensi dari kompleksitas hubungan hukum dalam masyarakat

modern.® Hukum pidana dan hukum perdata memiliki karakteristik dan tujuan yang

5 Soerjono Soekanto, FFaktor-Faktor yang Mempengarubi Penegakan Hukum, Cet ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo

Persada, 2008), him. 11-15.
¢ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 45-48,
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berbeda. Hukum pidana berorientasi pada perlindungan kepentingan umum dan ketertiban
masyarakat melalui penjatuhan sanksi terhadap perbuatan yang dianggap melanggar
hukum.” Sementara itu, hukum perdata berorientasi pada pengaturan hubungan hukum
antarindividu dan pemulihan hak serta kewajiban para pihak. Perbedaan ini berimplikasi
pada perbedaan prosedur, standar pembuktian, serta tujuan akhir dari proses penegakan
hukum. Dalam kasus unsur ganda, identifikasi yang tepat terhadap unsur pidana dan unsur
perdata menjadi sangat penting. Pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik
kedua ranah hukum tersebut akan membantu aparat penegak hukum dalam menentukan

pendekatan penanganan perkara yang tepat, proporsional, dan berkeadilan.

2.3 Prinsip Kehati-hatian dan Proporsionalitas dalam Penanganan Kasus Unsur Ganda

Prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas merupakan prinsip fundamental dalam
penegakan hukum. Prinsip kehati-hatian menuntut agar setiap kewenangan hukum
digunakan secara cermat dan bertanggung jawab, sedangkan prinsip proporsionalitas
menuntut adanya keseimbangan antara tindakan hukum yang diambil dengan tujuan yang

hendak dicapai.

Dalam penanganan kasus vang memuat unsur pidana dan perdata, prinsip kehati-hatian
berperan untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana dilakukan berdasarkan analisis
hukum yang memadai dan tidak melampaui batas kewenangan. Sementara itu, prinsip
proporsionalitas berfungsi untuk menjaga agar penegakan hukum tidak menimbulkan

dampak yang berlebihan atau tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

Pendekatan yang berhati-hati dan proporsional tidak dimaksudkan untuk mengurangi
ketegasan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan
rasional. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan efektif sekaligus menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

2.4 Etika Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Unsur Ganda

Ftika profesional merupakan pedoman moral yang mengarahkan perilaku aparat
penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.® Etika ini mencakup nilai-

nilai integritas, objektivitas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam penanganan kasus yang

7 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).
him. 32-35.
& Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2012), him_112-115
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memuat unsur pidana dan perdata, etika profesional memiliki peran yang sangat penting

karena aparat penegak hukum dihadapkan pada berbagai dilema hukum dan sosial.

Etika profesional membantu aparat penegak hukum untuk menjaga independensi dan
objektivitas dalam mengambil keputusan hukum. Selain itu, etika profesional juga
berfungsi sebagai dasar untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak
hukum. Penegakan hukum vang dijalankan dengan menjunjung tinggi etika profesional

akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan memiliki legitimasi yang kuat.

Dalam konteks sinergi antara akademisi dan Kepolisian, etika profesional juga menjadi
landasan kolaborasi vang sehat dan konstruktif. Akademisi dan aparat penegak hukum
menjalankan peran masing-masing berdasarkan prinsip profesionalisme dan saling

menghormati kewenangan serta fungsi yang dimiliki.

2.5 Teori Keadilan sebagai Landasan Penegakan Hukum Berkeadilan

Teori keadilan merupakan landasan filosofis dalam memahami tujuan dan fungsi
hukum. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan
korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara
proporsional, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan akibat perbuatan

yang merugikan pihak lain.”

John Rawls melalui konsep keadilan sebagai fairness menekankan bahwa hukum harus
menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu, terutama dalam melindungi hak-hak
dasar.'” Konsep ini relevan dalam penegakan hukum modern yang menempatkan manusia

sebagai subjek utama hukum.

Dalam penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata, teori keadilan
memberikan pedoman normatif agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada
kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif. Pendekatan ini membantu
memastikan bahwa hukum diterapkan secara proporsional dan mempertimbangkan

dampak sosial serta kemanusiaan.

? Aristoteles, Nicomachean Eihics, diterjemahkan oleh Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999),
him. 113
10 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), pp. 54-58.



2.6 Sinergi Akademisi dan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Berkeadilan

Sinergi antara akademisi dan Kepolisian merupakan bentuk kolaborasi strategis yang
bertujuan memperkuat kualitas penegakan hukum. Akademisi berperan dalam memberikan
penguatan konseptual, kajian teoritis, dan analisis yuridis, sementara Kepolisian berperan

sebagai pelaksana penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Kolaborasi ini tidak dimaksudkan untuk menilai atau mengoreksi institusi tertentu,
melainkan untuk membangun pemahaman bersama mengenai penanganan perkara hukum
vang kompleks. Melalui sinergi tersebut, penegakan hukum diharapkan dapat berjalan
secara lebih komprehensif, profesional. dan berkeadilan, khususnya dalam menangani

kasus vang memuat unsur pidana dan perdata.



BAB I
METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan
hukum dan diskusi interaktif yang melibatkan akademisi dan aparat Kepolisian sebagai
mitra kegiatan. Bentuk kegiatan ini dipilih untuk mendukung tercapainya tujuan
pengabdian, vaitu memperkuat pemahaman mengenai penanganan kasus yang memuat
unsur pidana dan perdata serta membangun sinergi dalam mewujudkan penegakan hukum
vang berkeadilan.

Pendekatan vang digunakan adalah pendekatan edukatif partisipatif Pendekatan
edukatif dilakukan melalui penyampaian materi konseptual dan teoretis mengenai hukum
pidana, hukum perdata, etika profesional, serta penegakan hukum berkeadilan. ''Sementara
itu, pendekatan partisipatif diwujudkan melalui dialog dua arah dan diskusi terbuka, yang
memungkinkan peserta untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, serta permasalahan
yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.'?

Pendekatan ini selaras dengan rumusan masalah dan tujuan kegiatan, karena tidak hanya
menempatkan akademisi sebagai pemberi materi, tetapi juga menempatkan aparat
Kepolisian sebagai subjek aktif yang memiliki pengalaman empiris. Dengan demikian,
kegiatan ini menjadi ruang pertukaran pengetahuan yang saling melengkapi antara teori
dan praktik.

3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di lingkungan Kepolisian
sebagai mitra kegiatan Polres Metro Bekasi Kota. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa aparat Kepolisian merupakan pihak yang secara langsung berhadapan
dengan penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata dalam praktik penegakan
hukum,

Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan agenda dan kesiapan mitra Rabu 22
Oktober 2025 Pukul 09.00 WIB s.d 12.00 WIB sehingga kegiatan dapat berlangsung secara
efektif tanpa mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian. Penyesuaian ini juga
mencerminkan prinsip sinergi dan saling menghormati antara akademis: dan aparat

penegak hukum sebagai mitra sejajar.

I Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Penganiar, Ed Revisi (Yogyakarta: Liberty, 2010), him 92—
94,
12 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyvarakar (Bandung: Angkasa, 2009), him. 56-59.
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3.3 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah aparat Kepolisian,
khususnya penyidik dan penyidik pembantu yang memiliki peran langsung dalam
penanganan perkara pidana. Sasaran kegiatan mencakup aparat Kepolisian dari berbagai
Jenjang dan latar belakang pengalaman, baik yang telah lama bertugas maupun yang masih
relatif baru dalam bidang penvidikan

Selain itu, kegiatan ini juga secara tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat
dan akademisi. Bagi masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum diharapkan
berdampak pada penanganan perkara yang lebih profesional dan berkeadilan. Bagi
akademisi, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperoleh pemahaman empiris vang dapat

memperkaya kajian dan pengembangan ilmu hukum.

3.4 Materi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Materi yang disampaikan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun
berdasarkan kebutuhan praktis aparat Kepolisian dan selaras dengan judul serta tujuan
kegiatan. Materi tersebut meliputi:

I Konsep dasar penegakan hukum berkeadilan dalam sistem hukum Indonesia.

-2

Karakteristik dan kompleksitas kasus vang memuat unsur pidana dan perdata.

Prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam penanganan kasus unsur ganda.

E N S |

Etika profesional aparat penegak hukum dalam menghadapi dilema penegakan
hukum.,
5 Peran dan bentuk sinergi antara akademisi dan Kepolisian dalam mendukung

penegakan hukum yang berkeadilan.
Penyampaian materi dilakukan dengan mengaitkan teori hukum dengan contoh-contoh

kasus yang relevan, sehingga peserta dapat memahami penerapan konsep secara

kontekstual dan aplikatif,
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3.5 Tahap Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan melalui beberapa
tahapan sebagai berikut:

1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan mitra Kepolisian, penyusunan
materi kegiatan, serta penyesuaian metode penyampaian dengan karakteristik peserta.
Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang sering
dihadapi dalam penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata.

2  Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat, yang meliputi penyampaian materi oleh akademisi, diskusi interaktif, serta
pembahasan studi kasus. Pada tahap ini, peserta didorong untuk aktif berpartisipasi dan
berbagi pengalaman praktik penegakan hukum.

3 Tahap Evaluasi dan Refleksi

Tahap evaluasi dilakukan melalui refleksi bersama mengenai pemahaman yang
diperoleh dan manfaat kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana
kegiatan mampu meningkatkan pemahaman peserta serta mengidentifikasi hal-hal yang

perlu ditindaklanjuti pada kegiatan pengabdian berikutnya.

3.6 Metode Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif dengan mengamati partisipasi peserta
selama kegiatan berlangsung serta respons peserta dalam diskusi. Selain itu, evaluasi juga
dilakukan melalui umpan balik langsung dari peserta mengenai relevansi materi dan

manfaat kegiatan bagi pelaksanaan tugas mereka.
Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat serta sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kegiatan

serupa di masa mendatang.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Kegiatan dalam Kerangka Hukum yang Berlaku

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam kerangka
sistem hukum nasional yang menempatkan penegakan hukum sebagai bagian dari upaya
mewujudkan negara hukum. Dasar normatif pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Pasal
I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vang
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. '

Dalam konteks kewenangan Kepolisian, kegiatan ini selaras dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13
yang menegaskan tugas pokok Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengavoman, dan
pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini mendukung
pelaksanaan tugas tersebut melalui penguatan pemahaman konseptual dan etika dalam

penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata.

Pelaksanaan kegiatan juga sejalan dengan prinsip profesionalisme aparat penegak
hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi,
yang menuntut aparat Kepolisian untuk menjalankan kewenangannya secara bertanggung

jawab, proporsional, dan berkeadilan.

4.2 Pemahaman Kasus Unsur Pidana dan Perdata dalam Perspektif Normatif

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai
karakteristik kasus yang memuat unsur pidana dan perdata. Pemahaman ini dikaitkan
dengan dasar hukum yang membedakan secara tegas ranah hukum pidana dan hukum
perdata. Hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan peraturan pidana khusus. yang berorientasi pada perlindungan kepentingan

umum dan penjatuhan sanksi pidana.

Sementara itu, hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata), yang berorientasi pada pengaturan hubungan hukum antarindividu serta

'* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1),
4 i 1 Y



pemulihan hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktik, satu peristiwa hukum dapat
menimbulkan konsekuensi pidana sekaligus perdata, sehingga menuntut analisis hukum

yang cermat sejak tahap awal penanganan perkara.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh penguatan pemahaman bahwa keberadaan
hubungan keperdataan tidak serta-merta meniadakan kemungkinan adanya unsur pidana,
sepanjang unsur-unsur delik pidana terpenuhi. Sebaliknya, tidak setiap kerugian vang
timbul dari hubungan hukum dapat serta-merta diproses secara pidana apabila tidak

memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana.

4.3 Prinsip Kehati-hatian, Proporsionalitas, dan Dasar Hukumnya

Prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam penanganan kasus unsur ganda
menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan kegiatan ini. Prinsip tersebut sejalan
dengan asas-asas umum pemerintahan vang baik dan prinsip due process of law dalam

sistem peradilan pidana.

Dalam konteks hukum acara pidana, prinsip kehati-hatian tercermin dalam ketentuan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terkait tahapan
penyelidikan dan penyidikan yang menuntut adanya alat bukti yang cukup sebelum
dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum
untuk bertindak berdasarkan hukum dan fakta, serta menghindari tindakan vang bersifat

tergesa-gesa atau tidak proporsional.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta semakin memahami pentingnya
menerapkan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam menentukan langkah
penanganan perkara, terutama pada kasus yang memuat unsur pidana dan perdata.
Pendekatan in1 selaras dengan materi paparan yang menekankan bahwa penegakan hukum

tidak hanya berorientasi pada ketegasan, tetapi juga pada ketepatan dan keadilan.

4.4 Etika Profesional Aparat Penegak Hukum dan Landasan Normatifnya

Pembahasan mengenai etika profesional dalam kegiatan ini dikaitkan dengan kewajiban
moral dan normatif aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Etika profesional
aparat Kepolisian antara lain tercermin dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang menekankan nilai integritas, objektivitas, dan tanggung jawab

dalam penegakan hukum.
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Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta semakin menyadan peran etika profesional
sebagai landasan dalam menghadapi dilema penegakan hukum, khususnya pada kasus yang
memuat unsur pidana dan perdata. Etika profesional dipahami bukan sebagai pembatas
kewenangan, melainkan sebagai pedoman dalam menggunakan kewenangan secara tepat

dan bertanggung jawab.

Pemahaman ini sejalan dengan materi paparan yang menekankan bahwa penegakan
hukum yang berkeadilan membutuhkan keseimbangan antara penerapan pasal dan
kepekaan terhadap nilai kemanusiaan. Dengan menjunjung tinggi etika profesional, aparat
penegak hukum diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap institusi

penegak hukum.

4.5 Sinergi Akademisi dan Kepolisian dalam Kerangka Hukum Berkeadilan

Sinergi antara akademisi dan Kepolisian dalam kegiatan ini dibahas dalam kerangka
penguatan penegakan hukum yang berkeadilan.!* Akademisi berperan memberikan
penguatan konseptual, teori keadilan, serta perspektif etika, sementara Kepolisian berperan
sebagai pelaksana penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh
undang-undang.® Sinergi ini sejalan dengan semangat pengembangan hukum yang
responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam teori penegakan
hukum dan teori keadilan yang menjadi dasar materi paparan. Hasil kegiatan menunjukkan
bahwa kolaborasi antara akademisi dan Kepolisian dapat menjadi sarana efektif untuk
memperkuat kualitas penegakan hukum tanpa mengurangi independensi dan kewenangan

masing-masing pihak.

1 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),
him. 19-22.
15 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2010), him. 98-101,
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BABV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengangkat tema Sinergi Akademisi
dan Kepolisian dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berkeadilan pada Kasus yang
Memuat Aspek Pidana dan Perdata menunjukkan bahwa penanganan kasus unsur ganda
merupakan realitas hukum yang membutuhkan pemahaman konseptual. kehati-hatian,
serta pendekatan yang proporsional. Keberadaan unsur pidana dan perdata dalam satu
peristiwa hukum menuntut aparat penegak hukum untuk mampu mengidentifikasi dan
memisahkan masing-masing aspek hukum secara tepat sesuai dengan tujuan dan

karakteristiknya.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman mengenai perbedaan dan
irisan antara hukum pidana dan hukum perdata berkontribusi positif terhadap kualitas
penegakan hukum. Aparat Kepolisian memperoleh penguatan perspektif teoretis dan etika
profesional yang relevan dengan praktik penanganan perkara, sementara akademisi
memperoleh pemahaman empiris mengenai dinamika penegakan hukum di lapangan.
Sinergi in1 mendukung terwujudnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada

kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan nilai kemanusiaan.

Selain itu, kegiatan ini menegaskan pentingnya etika profesional dan prinsip kehati-
hatian dalam setiap tahapan penegakan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam sistem
hukum nasional dan kode etik profesi. Penegakan hukum yang dijalankan berdasarkan
hukum yang berlaku, etika profesional, dan nilai keadilan diharapkan dapat memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum serta mendukung terciptanya

sistem hukum yang berintegritas.
5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini,

beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

15



L

Bagi Aparat Kepolisian

Diharapkan agar penguatan pemahaman mengenai penanganan kasus yang
memuat unsur pidana dan perdata terus dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan diskusi
berkelanjutan, sehingga prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan etika profesional
dapat semakin terinternalisasi dalam praktik penegakan hukum.
Bagi Akademisi

Akademisi diharapkan dapat terus mengembangkan kajian dan penelitian yang
relevan dengan praktik penegakan hukum, khususnya terkait kasus unsur ganda, serta
menjadikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai sarana untuk
menjembatani teori hukum dengan realitas praktik di lapangan.
Bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan dan
mekanisme hukum pidana dan perdata, agar penggunaan jalur hukum dapat dilakukan
secara tepat dan proporsional. Sinergi antara akademisi, aparat penegak hukum, dan
masyarakat diharapkan dapat terus diperkuat guna mendukung terwujudnya penegakan

hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik.
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